
SALINAN
KXruTUSAN MXNTERI PERENCANAAN PEMBANGT]NAN NASIONAL/

KEPALA I]ADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,
NOMOR KEp.1 15 /M.ppN/fiK/09/ 20ta

TENTANG

P}]MBTNTT]KAN TIM KOORDINASI STRATEGIS

ANGGOTA KOMITI NASIONAI, KIT]ANGAN SYARIAI{

M}]M'DRI P}]RENCANAAN PIiMI]ANGT]NAN NASIONAL/
KEPAII\ BADAN PTR}]NCANAAN PDM]t NGUNAN NASIONAI,,

Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaU

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

bahwa Presiden Rl telah nrembentuk Konite Nasional Keuangan

Syariah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016
tentang Komite Nasional Keuangan Syariah;

bahwa dalar.n rangka nreningkatkan etektifitas dan efisiensi

pelaksanaan rencana pembangunan nasional bidang keuangan

syariah dan dalam rangka nrendukung pembentukan kelentbagaan
Kor.nite Nasional Keuangan Syariah sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu melaksanakan kegiatan koordinasi strateSis anSSota

Komite Nasional Keuangan Syariah;

bahwa berdasarkan pedimbangan sebagaimana dimaksud dalanr

huruf b, perlu menrbentuk Tim Koordinasi Strategis Anggota Kontite

Nasional Keuan5;an Syariah;

bahwa pejabat dan pegawai yang nalnanya tercantutn dalattt

Lampiran Keputusan ini dianggap ntampu dan memenuhi
persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tuSas sebagai ar188ota

Tinr Koordinasr Strategis ArlSgota Komite Nasional Keuansan

Syariah;

Undang-Undang Nornor 15 Tahun ZO77 tentanS AnSSaran

Pendapatan dan Belarya Negara Tahun AnSSaran 2078 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2077 Nomor 233, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 6138);

Peratunan Pemerintah Norlror 45 Tahun 2013 tentanS Tata Cara

Pelaksanaal Anggaran dan ltelanja Negara;
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Peraturan Presiden Nomor
Kenrenterian Negara;

7 Tahun 2075 tentang Organisasi

Peraturan Presiden Nonror 65 Tahun 2015 tentang Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 20'15 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaintana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;

Pemturan Presiden Nomor 91 Tahun 20,I6 tentang Komite Nasional
Keuangan Syariah;

Penaturan Menteri Perencanaan Penrbangunan Nasional./Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kententerian Perrncanaan
Per.nbangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional sebaSairllana telah diubah denSall Pemturan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional,/Kepala Badan Perencanaan

Penrbangunan Nasional Nomor 6 Tahun 201 7;

Peraturan Menteri Perencanaan PelnbanSunan Nasional./Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nonror 5 Tahtn 2076
terltanS Pedonran Petencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan,
Penrantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Kf,PUTUSAN MINTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PIMBANGUNAN NASIONAL

TENTANG PIMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS ANGGOTA

KOMTTE NASIONAL KIUANGAN SYAKAH.

Membentuk Tim Koordinasi StrateSis AnSgota Konlite Nasional Keuangan

Syariah, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi, dengan susunan
keanggotaan sebagaimana ter.cantum dalanr Lantpiran Keputusan ini.

Tim Koordinasi terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim
Pelaksana.

Pengarah bertugas mentberikan arahan kebijakan, nrengawasi,

membimbing, nlenlantau kemajuan dan tneurberikan saran atau solusi

atas penrrasalahan dalant pelaksan aan kegiatan.

PenangSung Jawab bedugas:

a. berlanggun g jawab secara untum terhadap kegiatan;

b. r.nernberikan arahan untunt terhadap kegi^tan;

c. mengantbil keputusan dalam penyelesaian masalah;

d. melakukatr diskusi dan peftemuan lintas sektor dan lintas regional

dengan instansi/lembaga terkait;
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e. nrengevaluasi

Menetapkan :
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e. mengevalu.rsi kinerja pelaksana kegiatan; dan

f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri PPN/Kepala
Bappenas.

Tim Pelaksana bertugas:

a. mengoordinasikan keseluruhan proses kegiatan dan adninistrasi;

b. nrenyusun j adwal rencana kegiatan tahunan;

c. melakukan diskusi dan pefierlruan lintas sektor dan lintas regional
dengan instansi/lembaga terkait;

d. melakukan perencanaan, pelaksanaan, penlantauan dan evaluasi
kegratan; dan

e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab
Kegiatan-

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tinl
Koordinasi dibebankan pad,a Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Kenlenterian PPN/Bappenas.

Keputumn ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak
tanggal 4 Juni 2018.

Ditetapkan di Jakafta
pada tanggal 2 5 September 201 8

MENTERI Pf,RXNCAN AN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPAIA I]ADAN PIRXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

BAMTIANG P.S. BRODJONf,GORO

KETUJUH

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

RR. Rita Erawati
4-



SAI,INAN
I.AMPIRAN

KEPLIUSAN Mf,NTERI PPN/
KT]PAI-A BAPPENAS

NOMOR KEP.115 /M.PPN/HK/ 09/ 2O7A

TANGGAL 25 SEPIEMBER 2OI8

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM KOORDINASI STRATEGIS ANGGOTA KOMME NASIONAL Kf,UANGAN SYARIAH

A. Pi]NGAR I I Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan.

1. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian
PPN/Bappenas;

2. Deputi Bidang Kepndudukan dan
Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAT}

C 'IIM PELAKSANA

Ketua

Sekretaris

Anggota

Direktur Jasa Keuangan dan BUMN, Kementerian
PPN/Bappenas.

Kepala Subdirektoral Jasa Keuangan Syariah,
Kementerian PPN/Bappenas.

1. Direktur Eksekutif Penjaminan dan
Manajemen Risiko, I^r'mbaga Penjamin

Simpanan;

2- Kepala Departemen Ekononti dan Keuangan

Syariah, Bank Indonesia;

3. Ketua Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulanu
Indonesia;

4- Direktur Penrbiayaan Syariah, Kementerian
Keuangan;

5. Kepala Pusat Kebijakan Sektor KeuanSan,

Kenrenterian KeuanSan;

6. Asisten Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan,

Jasa Survei dan Konsultan l, Kementerian

BUMN;

7. Asisten Deputi Bidang Pasar Modal dan
I-fmba9a Keuz:ngan, Kenlenterian Koordinator
Bidang Perekonomian;

8. Direktur .



-2

8. Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem

Informasi Haji Terpadu, Kementerian Aganu;

9. Direktur Penrberdayaan Zakat dan Wakaf,
Kementerian Agamal

10. Direktur Penelitian, Pengembangan,
PenSaturan dan Perijinan Perbankan Syariah,
Otoritas Jasa Keuangan;

11. Direktur Pasar Modal Syariah, Otoritas Jasa
Keuangan;

12. Direktur IKNB Syariah, Otoritas Jas
KeuanSan;

13. Asisten Deputi Bidang Pembiayaan Syariah,
Kementerian Koperasi dan UKM;

14. Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro,
Penanaman Modal, dan Badan Usaha,
Sekretariat Kabinet

15. Kepala Biro Hukum, Kementerian
PPN/Bappenas;

16. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi d^n Tata
Laksana, Kenlenterian PPN / Bappenas;

77 . Kepala Biro Ununl, Kementerian
PPN/Bappenas.

M}]M'ERI P}:R.ENCANAAN PIMI]ANGUNAN NASIONAL/
KNPAIA BADAN PER-ENCANA N Pf,MBANGUNAN NASIONAL,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

tid

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

/-

4---
RR. Rita Erawati


